
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Manusia adalah mahluk sosial yang secara otomatis hidup bermasyarakat, 

oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi akan adanya interaksi-interaksi sosial 

apapun itu bentuknya yang tentu akan berhubungan satu sama lain. Bentuk-bentuk 

dari interaksi sosial tersebut dapat berupa saling tolong menolong, ataupun saling 

bekerja sama. Dari interaksi sosial tersebut akan tampak hak-hak kewajiban, yang 

kemudian muncul kaidah yang disebut dengan hukum muamalah, yaitu kaidah 

hukum yang mengatur hubungan hal dan kewajiban dalam hubungan hak dan 

kewajiban dalam kehidupan masyarakat, guna menghindari benturan antar 

kehidupan.
1
 

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur 

hubungan manusia dalam kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani 

dengan cara yang paling baik. Diantara sekian banyak yang termasuk dalam 

perbuatan muamalah adalah sistem kerja sama pengupahan.
2
 

Salah satu bentuk muamalah adalah kerja sama antara manusia disatu pihak 

sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut dengan buruh atau 

pekerja, dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim disebut dengan 

majikan atau tuan. Sehingga dengan kerja sama tersebut kedua belah pihak saling 
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memenuhi kebutuhannya, pihak penyedia pekerjaan akan mendapatkan hasil dari 

tenaga buruh atau pekerja, sedangkan buruh atau pekerja tersebut akan mendapatkan 

konpensasi berupa upah. Kerja sama yang seperti ini dalam konteks fiqh disebut 

dengan ijarah Al-amal, yakni sewa menyewa jasa tenaga kerja menusia dengan 

adanya sebuah imbalan atau yang disebut dengan upah.
3
 

Upah (ujrah) merupakan bagian dari ijarah. Dalam Konsep ijarah, pemilik 

yang menyewakan manfaat disebut dengan mu‟jir (orang yang menyewakan) 

sedangkan pihak satunya yang memberikan sewa disebut dengan musta‟jir (orang 

yang menyewa atau penyewa), dan sesesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya 

disebut ma‟jur (sewaan) serta jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut 

dengan ujrah (upah). Jasa atau pelayanan diperlukan karena manusia membutuhkan 

tenaga atau keahlian orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ataupun orang yang 

mempunyai tenaga atau keahlian membutuhkan uang sebagai pembayaran jasa yang 

dilakukannya.
4
 

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-

iwadh yang mana arti bahasanya adalah ganti dan  upah.
5
 Adapun dalam istilah 

syariat, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti (upah).
6
 Upah 

menurut Imam Soepomo yang dikutip oleh Arrista Trimaya, adalah pembayaran yang 

diterima buruh selama ia mengerjakan pekerjaan atau dipandang melakukan 
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pekerjaan. Sedangkan menurut G. Reynold yang dikutip oleh Arrista Trimaya, upah 

adalah jumlah uang yang diterima tenaga kerja, pada waktu tertentu. Atau lebih 

penting lagi upah adalah jumlah barang kebutuhan hidup yang dapat ia beli dari 

jumlah upah tersebut.
7
 

Objek pertukaran yang terdapat dalam ijarah yaitu, pertukaran antara „Ayn 

(real aset) dengan Dayn (finansial aset).
8
 Yang mana seorang musta`jir 

membutuhkan jasa dari seorang ajir sedangkan ajir membutuhkan uang dari seorang 

musta`jir sehingga terciptalah pertukaran antara musta`jir dengan ajir dalam akad 

ijarah. 

Pada dasarnya, setiap manusia diperintahkan untuk bekerja dan berusaha 

dalam rangka memperoleh penghidupan yang layak. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan melalui kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri 

hendaknya dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip tertentu dalam 

rangka mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang 

sempurnapun tidak hanya memperhatikan dan mengajarkan kepada umatnya untuk 

beribadah semata, melainkan juga bekerja untuk memperoleh rezeki dengan cara 

yang benar menurut aturan syariat. Kegiatan ekonomi bukan semata-mata 

dilandaskan oleh motif ekonomi semata, melainkan lebih dari itu, kegiatan ekonomi 

dalam perspektif ekonomi syariah merupakan wujud penghambaan dan peribadahan 
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kepada Allah SWT. Sebab prinsip ekonomi syariah menegaskan bahwa implikasi 

kegiatan ekonomi bukan hanya dalam konteks duniawi semata, melainkan juga 

implikasi ukhrawi, melalui proses dan wujud implementasi ibadah kepada Allah 

SWT.
9
 

Dijelaskan dalam agama islam, upah merupakan sesuatu yang harus 

dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk 

imbalan terhadap apa yang telah dikerjakannya, sesuai dengan isi kesepakatan antar 

keduanya. Nilai yang terdapat dalam upah haruslah senilai dengan apa yang telah 

menjadi kesepakatan dan pekerjaan yang disepakati antara pihak seorang pengupah 

(musta‟jir) dengan pekerja atau buruh (ajir) tersebut. Terdapat batasan waktu yang 

telah ditentukan dalam pemberian upah, sehingga pihak pemberi upah tidak dapat 

semena-mena dalam pemberian upah tersebut. Namun sebaiknya upah dibayarkan 

setelah pekerjaannya itu diselesaikan sebagaimana hadis Rosulullah SAW. 

رُ أَجْرَهُ قَ بْلَ اَنْ عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الِله صَلّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلّمَ أَعْطوُا الَْْ جِ  ي ْ
فَّ عَرَقوُُ )رواه ابن ما جو (يََِ  

 

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Umar  bahwa Rosulullah SAW bersabda, “berikanlah 

upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.
10

  

 
Hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang 

memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak 

diperbolehkan menunda-nunda kerena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat 
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membutuhkan. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi 

kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. 

Islam mengancam seorang musta‟jir yang menunda pembayaran dan apalagi 

mengurangi atau bahkan tidak membarikan upah pekerja dengan balasan yang sengat 

menyakitkan di akhirat kelak. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW yang 

berbunyi: 

لّى اللهُ عَلَيْوِ وَ سَلْمَ قَالَ: قَالَ اللهُ تَ عَالََ ثَلََثةٌَ أنَاَ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْوَ، عَنِ النَّبِ صَ 
رًا فَاسْتَ وْفََ  خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِِ ثَُُّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ باَعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثََنََوُ وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ  أَجِي ْ

()رواه البخارىمِنْوُ ولََْ يُ عْطِوِ اَجْرَهُ.   

 
Artinya: Dari Abi Hurairah ra, dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda: 

Allah telah berfirman: “Ada tiga jenis manusia dimana aku adalah musuh 

mereka nati di hari kiamat. Pertama, adalah orang yang membuat 

kometmen akan memberi atas namaku (bersumpah dengan namaku), 

kemudian dia tidak memenuhinya. Kedua, adalah orang yang menjual 

seorang menusia bebas (bukan budak), kemudia ia memakan uangnya. 

Ketiga, adalah orang yang meniwa seorang upahan dan mempekerjakan 

dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya”.
11

 

 
Hadis tersebut menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat 

diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikatagorikan sebagai perbuatan zalim 

dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi 

oleh Allah dan Rosulnya. 

Buruh atau pekerja mempunyai hak-hak sebagaimana yang dimiliki oleh 

majikan, sebagai konsekuensi sama-sama manusia. Majikan tidak boleh melakukan 

ekspoitasi (menzalimi) buruh atau pekerja, dan harus memberikan haknya sesegera 
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mungkin sesuai dengan mekanisme yang telah menjadi kesepakatan bersama.
12

 Hak 

dan kewajiban seorang musta‟jir kepada mu‟jir antara lain: pertama, memanfaatkan 

barang atau jasa sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Kedua, membayar harga 

sewa atau upah sesuai yang disepakati dalam ijarah. Ketiga, bertanggung jawab 

untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati 

bersama. Keempat, menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan 

sesuai yang disepakati. Kelima, bertanggung jawab atas kerusakan barang yang 

disewa yang diakibatkan oleh kelalaian pihak penyewa.
13

 

Prinsip keadilan dalam ijarah harus ditegakkan, yang mana prinsip keadilan 

disini yaitu dipahami sebagai ketidak berpihakan kepada salah satu dari dua belah 

pihak, dalam makna husus maka keadilan yang dimaksud adalah tidak terjadinya 

pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena tidak ada satu orangpun yang 

dizalimi. 

Dalam transaksi yang menggunakan akad ijarah, apabila rukun dan syarat 

telah dipenuhi maka pemberian sewa upah (ujrah) adalah hak yang harus diberikan 

kepada yang berhak. Misal, seorang pemborong proyek bangunan memperkerjakan 

orang sewaanya, maka si pemborang mempunyai kewajiban untuk memberikan sewa 

upah (ujrah) kepada orang sewaan tersebut sebagai imbalan dari hasil kerjanya.
14
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Desa Kertagena Tengah merupakan sebuah desa yang rata-rata masyarakatnya 

memenuhi kehidupannya dengan bertani. Selain sebagai petani ada juga sebagai 

buruh/pekerja dari hasil pertanian tersebut. Salah satunya yaitu sebagai buruh rajang 

tembakau. Perajang tembakau di desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur 

Kebupaten Pemekasan ada 19 kelompok, dan setiap kelompok  terdapat 1 mesin 

rajang tembakau yang terdiri dari 3 buruh atau pekerja. 

Orang yang membutuhkan jasa perajang tembakau yaitu petani dan paneppes 

(orang yang memborong tembakau milik petani) mereka akan membayar jasa pekerja 

buruh rajang tembakau sebesar Rp. 200.000 per 1 kintalnya. 

Pemberian upah terhadap buruh rajang tembakau Di Desa kertagena Tengah 

Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ini dilakukan dengan cara upah diberikan 

setelah buruh rajang tembakau tersebut menyelesaikan pekerjaanya, bahkan akan 

diberikan setelah tembakaunya terjual.  Dengan pemberian upah kepada buruh rajang 

tembakau diberikan selama itu mengakibatkan ada sebagian dari pihak musta‟jir 

(paneppes) bersifat tidak amanah, dengan tidak memberikan upah terhadap buruh 

rajang tembakau atas jasa yang dilakukan.
15

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian ini karena dalam pemberian upah terhadap buruh rajang tembakau yang 

ada di Desa Kertagena Tengah ini dilakukan dengan cara upah diberikan setelah 

pekerja rajang tembakau menyelesaikan pekerjaannya bahkan akan diberikan setelah 
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tembakaunya terjual. Dengan pemberian upah kepada buruh rajang tembakau 

diberikan selama itu mengakibatkan sebagian pihak musta'jir bersifat tidak amanah, 

dengan tidak memberikan upah kepada pekerja rajang tembakau atas jasa yang telah 

dilakukan. Dengan begitu penulis melakukan penelitian ini dengan judul “Anasisis 

Pemberian Upah Buruh Rajang Tembakau Di Desa Kertangena Tengah 

Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Perspektif Ekonomi Islam". 

 

B. Fokus Penelitian 

  Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka fokus 

penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pemberian upah buruh rajang tembakau Di Desa Kertagena 

Tengah Kecematan Kadur Kabupaten Pemekasan? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah buruh 

rajang tembakau Di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupatan 

Pamekasan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah buruh rajang tembakau Di Desa 

Kertagena Tengah Kecematan Kadur Kabupaten Pemekasan. 



2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap sistem pemberian upah 

buruh rajang tembakau Di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupatan 

Pamekasan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Bagian ini menjelaskan kegunaan penelitian, baik kegunaan secara teoritis 

maupun kegunaan praktis. Kegunaan teoritis pada pengembangan ilmu pengetahuan, 

sedangkan kegunaan praktis diarahkan sebagai satu usaha dan tahapan dalam 

memecahkan masalah sosial.
16

 Kegunaan dari penelitian ini antara lain:  

 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian 

Hasil dari penelitian ini akan menjadikan pengalaman yang akan 

memperluas gagasan dan pengetahuan bagi si peneliti. Khususnya tentang 

penelitian ini, sehingga nantinya dapat menerapkan ilmu yang telah didapat 

baik pada saat penenelitian maupun saat perkuliahan. 

b. IAIN Madura 

Hasil penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di 

perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat dijadikan tambahan koleksi 

karya tulis ilmiah, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi 

mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah. 

 

                                                             
16 Pedoman Karya Tulis Ilmiah, (Pemekasan: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020), 19. 



2. Kegunaan praktis 

a. Masyarakat 

Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan masyarakat terkait 

dengan pemberian upah rajang tembakau, khususnya pada masyarakat yang 

ada di Desa Kertagena-tengan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.  

 

E. Defini Istilah 

Agar terdapat kejelasan mengenai maksud dan tujuan penulis dalam penelitian 

ini, maka diperlukan adanya definisi istilah, yang mana definisi istilah dalam 

penelitian ini terdiri atas: 

1. Pekerja atau buruh adalah orang bekerja untuk orang lain untuk mendapatkan 

upah.
17

 

2. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada 

penerima kerja, untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah ia lakukan.
18

 

3. Rajang tembakau adalah suatu kegiatan pemotongan tembakau secara halus. 

4. Ekonomi islam adalah segala pelaksanaan yang berkaitan dengan pemberian 

upah mengupah yang harus disesuaikan dengan prinsip keadilan.  
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F. Kajian Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu, terdapat penelitian yang sudah diteliti sebelumnya 

mengenai pengupahan diantaranya adalah: 

1. Dewi Lestari, 2015. Dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Kasus UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa 

Korowelang Cepiring-Kendal)”. Skripsi tahun 2015, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dari hasil penelitian 

Dewi Lestari diketahui bahwa praktek bisnis yang dijalankan oleh UMKM 

Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum 

sesuai dengan Ekonomi Islam. karena majikan (musta‟jir) tidak menyebutkan 

besaran upah yang akan diperoleh pekerjanya secara jelas sebelum pekerjaan 

dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan tepat waktu sesuai dengan 

perjanjian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

pengupahannya sama-sama masih belum sesuai dengan pandangan ekonomi 

Islam karena masih ada salah satu pihak yang masih dirugikan. Sedangkan 

perbedaannya penelitian Dewi Lestari ini pembahasannya tentang upah buruh 

atau pekerja produksi ikan teri yang mana pihak ajir belum mengetahui dengan 

jelas besaran upah yang akan diperoleh sebelum pekerjaannya dimulai, akan 

tetapi upahnya diberikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan ini pembahasannya tentang upah buruh rajang 

tembakau yang mana pihak ajir sudah mengetahui dengan jelas besaran upah 



yang akan diperoleh sebelum pekerjaannya dimulai, akan tetapi upahnya belum 

diberikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.
19

 

2. Ahmad Mustafa Huzain, 2019. Dengan judul “Strategi Pengupahan Tenaga Kerja 

(Studi Kasus Usaha Mia Cafe)”. Skripsi tahun 2019, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan. Dari hasil 

penelitian Ahmad Mustafa Huzain diketahui bahwa praktek pengupahan tenaga 

kerja di perusahaan mia cafe dilakukan dengan sistem perjanjian kerja tertulis. 

Sistem pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara bulanan, para tenaga 

kerja akan diberikan gaji pokok, intensif, dan biaya pengubatan kecelakaan kerja. 

Persamaan penelitian Ahmad Mustafa Huzain ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu sama-sama membahas pengupahan tenaga kerja atau buruh. 

Sedangkan perbedaanya yaitu, penelitia Ahmad Mustafa Huzain ini berfokus 

pada strategi pengupahan tenaga kerja atau buruh yang mana praktek 

pengupahan tenaga kerja di perusahaan mia cafe dilakukan dengan sistem 

perjanjian kerja tertulis dan pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara 

bulanan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada 

permasalahan pemberian upah pekerja atau buruh yang mana waktu pembayaran 

upah terhadap pekerja menggunakan pembayaran secara now for deferred artinya 
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pekerja melakukan pekerjaannya pada saat sekarang dan upahnya akan diterima 

kemudian hari.
20

 

3. Putri Nuraini. Dengan judul: "Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di 

Pelabuhan Wira Indah Pekan Baru Menurut Persepektif Ekonomi Islam". 

Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Pekan Baru. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sistem pengupahan yang tidak terlepas dari 

adanya keterkaitan pengusaha dengan para buruh atau pekerja. Buruh yang 

bekerja tentu mengharapkan upah dari hasil kerjanya, tidak terkecuali buruh 

bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pihak ajir sama-sama 

mengetahui dengan jelas besaran upah yang akan diperoleh sebelum 

pekerjaannya dimulai. Sedangkan perbedaannya penelitian Putri Nuraini ini 

membahas tentang buruh bongkar muat yang mana dalam penerimaan upah 

seorang ajir masih dikatakan masih belum memenuhi terhadap kebutuhan 

hidupnya, sedangkan di penelitian yang akan dilakukan ini pembahasannya 

tentang buruh rajang tembakau yang mana dalam penerimaan upah seorang ajir 

sudah memenuhi terhadap kebutuhan hidupnya.
21

 

4. Ade Kurnia dkk. Dengan judul: "Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem 

Pengupahan Keryawan Hom Industry Meubel". UIN Alauddin Makassar. Dari 
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penelitian Ade Kurnia diketahui bahwa Sistem pengupahan pada pada home 

industri meubel di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala menggunakan sistem 

pengupahan borongan. Dan sistem pengupahannya sudah menerapkan sistem 

pengupahan menurut Islam yaitu upah disebutkan sebelum pekerjaannya dimulai 

dan upah dibayar sebelum keringatnya kering. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu upahnya sama-sama disebutkan sebelum 

pekerjaannya dimulai. Sedangkan perbedaannya penelitian Ade Kurnia ini 

membahas tentang pengupahan karyawan home industri meubel yang mana 

waktu pembayaran upah terhadap pekerja menggunakan pembayaran secara now 

for now artinya pekerja melakukan pekerjaan pada saat sekarang dan upahnya 

diterima saat sekarang juga. sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini 

membahasan tentang upah buruh rajang tembakau yang mana waktu pembayaran 

upah terhadap pekerja menggunakan pembayaran secara now for deferred artinya 

pekerja melakukan pekerjaannya pada saat sekarang dan upahnya akan diterima 

kemudian hari.
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